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PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN 

PEMBANGUNAN 

NOMOR 13 TAHUN 2016 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN 

DAN PEMBANGUNAN NOMOR 16 TAHUN 2014 TENTANG KOORDINATOR 

PENGAWASAN DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN 

PEMBANGUNAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN, 

 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran Koordinator 

Pengawasan sesuai kebutuhan organisasi, perlu 

melakukan perubahan Peraturan Kepala Badan 

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang 

Koordinator Pengawasan di Lingkungan Badan 

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 

tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan 

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 16 

Tahun 2014 tentang Koordinator Pengawasan di 

Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

  2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang 

Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 

tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5121); 

  3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4890); 

  4. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang 

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 400); 

  5. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan 

dan Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 1241); 

  7. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan Nomor 16 Tahun 2014 tentang 

Koordinator Pengawasan di Lingkungan Badan 

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1358); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN 

PEMBANGUNAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN 

PEMBANGUNAN NOMOR 16 TAHUN 2014 TENTANG 

KOORDINATOR PENGAWASAN DI LINGKUNGAN BADAN 

PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan 

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 16 Tahun 

2014 tentang Koordinator Pengawasan di Lingkungan Badan 

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1358), diubah sebagai 

berikut: 

 

1. Ketentuan angka 5 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 

berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Kepala Badan ini, yang dimaksud 

dengan: 

1. Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan yang selanjutnya disebut Perwakilan 

BPKP adalah instansi vertikal BPKP yang berada di 

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPKP. 

2. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang 

berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan 

fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan 

keterampilan tertentu. 

3. Kepala BPKP adalah Pimpinan Tinggi Utama yang 

diangkat oleh Presiden Republik Indonesia dalam 

rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi 

pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan 

pembangunan. 

4. Kepala Perwakilan BPKP adalah Pimpinan Tinggi 

Pratama yang diangkat oleh Kepala BPKP. 
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